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ABSTRAK 

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN 

PEMILIKAN RUMAH (PPR) DENGAN AKAD MMQ DI BSI KC 

METRO AHMAD YANI 

 

Oleh: 

ANGGITA APRILA NANDA 

NPM.2003011011 

 

Penelitian ini di latar belakangi tinjauan ekonomi syariah terhadap 

pembiayaan pemilikan rumah PPR dengan Akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad 

Yani.Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Terdapat 

dua sumber data dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer penulis kumpulkan dengan metode wawancara 

sedangkan sumber data sekunder ini berupa buku-buku, brosur, dan dokumen-

dokumen tentang PPR di BSI KC Metro Ahmad Yani. 

Akad musyarakah mutanaqisah merupakan musyarakah atau syirkah yang 

kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang 

disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Rukun dan ketentuan 

dalam akad musyarakah berlaku pada akad musyarakah mutanaqisah, diantaranya 

yaitu mengenai adanya penyertaan modal, pembagian kerja, dan nisbah bagi hasil. 

Dimana ketiga unsur tersebut cenderung mengarah pada suatu transaksi yang 

notabenya produktif. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Tinjauan Ekonomi 

Syariah terhadap pembiayaan pemilikan rumah (PPR)dengan Akad MMQ di BSI 

KC Metro Ahmad Yani. terdapat dua akad di dalamnya (hybrid contract). Ada 

dua kontrak perjanjian dalalam pembiayaan PPR yaitu kontrak musyarakah 

mutanaqisah dan kontrak ijarah. Akad musyarakah dalam pembiayaan ini hanya 

sebatas kerjasama untuk memiliki sebuah aset, sehingga tidak ada pembagian 

kerja dan bagi hasil dari akad musyarakah. Sebaliknya bagi hasil ditimbulkan dari 

akad ijarah. Dan tinjauan Ekonomi Syariah serta hukum Islam terhadap akad 

musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad 

Yani penulis menarik kesimpulan bahwa penggunaan akad musyarakah 

mutanaqisah cocok apabila diterapkan dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) 

karena dengan menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan PPR 

dengan Akad MMQ akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi para syarik 

(bank dan nasabah), 

Kata Kunci: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Musyarakah Mutanaqisah 

(MMQ), Ekonomi Syariah 
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MOTTO 

 

ناكُم بِِلْبااطِلِ إِلََّ أان تاكُونا تِِااراةً عانْ  الاكُم ب اي ْ ا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْوا يَا أاي ُّها
 ت ارااضٍ مِّنْكُمْ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa ayat 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu 

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan 

peningkatan ketersediaan rumah menyebabkan tingkat kebutuhan rumah 

meningkat hal ini mengakibatkan peningkatan harga rumah yg cukup 

signifikan. BSI KC Metro Ahmad Yani selaku penyalur pembiayaan 

syariah melihat hal ini sebagai peluang bisnis untuk menfasilitasi 

kebutuhan rumah masyarakat yang berbasis akad syariah. Oleh karena itu 

BSI KC Metro Ahmad Yani menyalurkan pembiayaan kepemilikan rumah 

dalam melayani nasabah dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang yang dipergunakan sebagai sarana pembiayaan rumah. 

            Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap 

negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan dan lembaga transmisi 

yang mampu menjembatani merek yang kelebihan dana, dan kekurangan 

dana serta memperlancar transaksi ekonomi. BSI KC Metro Ahmad Yani 

adalah salah satu bank yang melaksanakan Program Pembiayaan 

Pemilikan Rumah.Bank ini telah membuktikan ikut memberikan 

kontribusi dalam pembangunan negara, turut mensejahterakan warga 

negaranya melalui produknya yang bernama Pemberian Pembiayaan 

Pemilikan Rumah untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok dalam 
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hidup seseorang. Sehingga Masyarakat dapat memiliki rumah layak 

sehingga hidupnya menjadi lebih tentram dan Sejahtera,Untuk 

mendapatkan fasilitas pembiayaan, nasabah harus memenuhi prosedur 

perjanjian pembiayaan, dimana dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1992 tentang 

perbankan penjelasan pasal 8 ayat 2 d menyebutkan bahwa kewajiban 

bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan 

persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
1
 

            Dengan adanya pembiayaan pemilikan Rumah di BSI KC Metro 

Ahmad Yani nasabah menyambut baik kehadirannya sebagai alternatif 

Kredit Kepemilikan Rumah yang sebelumnya hanya bank konvensional 

saja yang menyalurkan KPR dengan sistem bunga, dengan adanya 

pembiayaan rumah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah ini akan sangat 

membatu bagi nasabah yang belum memiliki rumah. 

            Pembiayaan Musyarakah pada BSI KC Metro Ahmad Yani ini 

memiliki produk  turunan  yang  didalamnya  masing masing  memberikan  

syarat untuk nasabah melakukan suatu kesepakatan untuk mendapatkan 

pembiayaan, ada dua  jenis  produk  yang  sangat  singnifikan  yang  

digunakan  oleh  nasabah  di  tiap tahunnya   yakni   musyarakah   

muntanaqisah   (MMQ),   akad   yang   mengandung sistem  akad sewa  

menyewa dan  nantinya  akan  menjadi  kepemilikan  nasabah,  kemudian  

ada produk  musyarakah  project  financing,  bank  yang  menentukan  

                                                 
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2008), Ed. Revisi, h. 393 
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modal  yang  akan  diberikan  kepada  nasabah  dan  melakukan  sistem  

bagi  hasil  dengan catatan nasabah harus melaporkan laporan usaha.  

            Di dalam musyarakah mutanaqishah terdapat unsur Kerjasama 

(syirkah) dan unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal 

penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa 

merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain, 

Dalam syirkah mutanaqisah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa 

yang harus dibayar nasabah, dan ketentuan batasan waktu pembayaran 

menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak.  

            Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ade Herdian Saputra 

selaku Consumer Business Relationship Manager di BSI KC Metro 

Ahmad Yani terdapat Permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah 

jaminan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yg diajukan untuk akad 

MMQ sering kali belum atas nama nasabah sendiri, melainkan masih atas 

nama orang tua atau pihak ketiga. Hal ini menjadi hambatan dalam proses 

legalitas dan validitas akad, dalam akad MMQ kepemilikan atas objek 

pembiayaan harus jelas dan bisa dibagi antara pihak bank dan nasabah, 

Selain itu penggunaan akad MMQ dalam pembiayaan pemilikan rumah di 

BSI KC Metro Ahmad Yani masih jarang dilakukan.Praktik yang lebih 

umum digunakan dalam transaksi pembiayaan perumahan adalah akad 

murabahah.
2
  

                                                 
2
 Hasil wawancara dengan bapak Ade Herdian Saputra selaku Consumer Business 

Relationship Manager di BSI KC Metro Ahmad Yani 14 juni 2024  



4 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian Skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) DENGAN 

AKAD MMQ DI BSI KC METRO AHMAD YANI” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang 

penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa kendala dalam pembiayaan pemilikan rumah PPR dengan akad 

MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani? 

2. Kenapa pembiayaan pemilikan rumah dengan Akad MMQ di BSI KC 

Metro Ahmad Yani masing jarang di lakukan daripada akad 

pembiayaan Murabahah? 

3. Bagaimanakah Pembiayaan pemilikan rumah dengan akad Musyarakah 

Mutanaqisah di BSI KC Metro Ahmad Yani di tinjau dari pespektif 

ekonomi syariah? 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Penelitia n dilakuka n karena memiliki tujua n yaitu memecahka n 

permasalaha n yang tergamba r di lata r belakang da n rumusa n masala. 

Berdasarka n pendapa t tersebu t diata s, maka tujua n dari penelitia n adala h 

1. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan akad MMQ di BSI 

KC Metro Ahmad Yani. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap 

pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah di BSI KC Metro Ahmad 

Yani 

3. Untuk menganalisis penerapan akad MMQ dalam pembiayaan 

pemilikan rumah di BSI KC Metro Ahmad Yani 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaa t Bagi Penulis  

a. Dapa t Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan 

program S1 SE di IAIN Metro Lampung 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan si penulis yang berkaitan 

dengan pembiayaan Kepemilikan Rumah. 

2. Manfaa t Bagi Bagi IAIN Metro Lampung 

Dapa t Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa IAIN Metro 

Lampung untuk menambah wawasan mengenai pembiayaan pemilikan 

rumah syariah dengan akad MMQ pada BSI KC Metro Ahmad Yani 

3. Manfaa t Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

kepentingan pihak BSI KC Metro Ahmad Yani 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber 

relavansi terdahulu, terdapat beberapa judul penelitian yang berkaitan 
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dengan judul mekanisme akad musyarakah mutanaqisah diantaranya 

adalah: 

Penelitian Relevan Persamaan Perbedaan 

Penelitian Fahri Fuadi 

yang berjudul “Sistem 

Jual Beli Murabahah di 

BMT Muammalat 

Mandiri Cilongok”, 

(Purwokerto: STAIN 

Purwokerto, 2007).
3
 

 

 

  

pembiayaan 

pemilikan 

rumah dengan 

mekanisme akda 

Syariah  

perbedaanya dari 

penelitian Fahri Fuadi 

lebih ke sistem jual beli 

Murabahah yang terjadi 

pada BMT, sedangkan 

yang peneliti tentang 

Tinjauan Ekonomi syariah 

terhadap pembiayaan 

pemilkan rumah dengan 

Akad Musyarakah 

Mutanaqisah di BSI KC 

Metro Ahmad Yani 

Judul skripsi 

“Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Dengan Akad 

Musyarakah 

Mutanaqisah Pada Bank 

Muamalat Indonesia 

(studi kasus produk 

pembiayaan hunian 

syariah kongsi).” oleh 

Agisa Muttaqien NPM. 

0806341280 Universitas 

Indonesia.  

 

Persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu 

menggunakan 

akad 

musyarakah 

mutanaqisah 

dalam 

pembiayaan 

kepemilikan 

rumah. 

 

Perbedaan yaitu mengenai 

penerapan akad 

musyarakah mutanaqisah 

dalam produk pembiayaan 

hunian syariah 

kongsi pada Bank 

Muamalat Indonesia. 

Kesimpulan adalah 

terdapat 

masalah kepemilikan 

sertifikat sebagai aspek 

hukum pembuktian dalam 

penerapanakad 

musyarakah mutanaqisah 

ini. 
4
  

 

                                                 
3
 Fahri Fuadi, “Sistem Jual Beli Murabahah di BMT Muammalat Mandiri Cilongok”, 

(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007). 
4
Agisa Muttaqien, Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah 

Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Produk Pembiayaan Hunian Syariah 

Kongsi), (Depok: Universitas Indonesia, 2012) 
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Penelitian Relevan Persamaan Perbedaan 

Muhammad Alwi judu 

skripsi Evaluasi 

Pemasaran Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (Kpr) 

Syariah Dengan Akad 

Murabahah (Studi Pada 

Permata Bank Syariah 

Cabang Kebon Jeruk)” 

Jakarta, Program Studi 

Muamalat (Ekonomi 

Islam). Fakultas Syariah 

dan Hukum. UIN Jakarta, 

2011.5 

pembiayaan 

pemilikan 

rumah dengan 

mekanisme akad 

Syariah  

Perbedaan peneliti dengan 

penelitian yang dilakukan 

Muhammad Alwi adalah 

Muhammad Alwi meneliti 

tentang strategi pemasaran 

dengan mekanisme akad 

Murabahah sedangkan 

peneliti ini Tinjauan 

Ekonomi syariah terhadap 

pembiayan Rumah dengan 

sekema akad Musyarakah 

Mutanaqisah di BSI KC 

Metro Ahmad Yani.  

                                                 
5
 Muhammad Alwi.” Evaluasi Pemasaran Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah 

Dengan Akad Murabahah (Studi Pada Permata Bank Syariah Cabang Kebon Jeruk), Skripsi, 

Jakarta, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Jakarta, 20 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Perspektif Ekonomi Syariah   

1. Pengertian Ekonomi Syariah 

Perspektif ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan 

ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan 

tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw ataupun 

hadits dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu 

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan 

akhirat.
6
 

Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi,Ekonomi Syariah 

merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan 

dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian 

yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 

lingkungan dan masa.
7
 M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi 

syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam
8
 

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya The Islamic Economy 

menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi 

                                                 
6
 Muchlisin Riadi. 22 september 2016. Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi 

Syariah. Kajianpustaka.com-https://goo.gl/gGYDsG 
7
 Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem Ekonomi Islam, 

Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya. Surabaya. 1980: PT Bina Ilmu, hal 11 
8
 M. A Mannan.. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. Jakarta, 1992 : PT. Intermasa, hal 15 
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yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak 

dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam 

terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap 

ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, 

statistik, logika dan ushul fiqih
9
 

2. Karakteristik Ekonomi Syariah 

 Sistem ekonomi Syariah atau ekonomi Islam merupakan salah 

satu bentuk dari sekian banyak jenis mu‟amalah Islami tentunya sejalan 

dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam 

mempunyai ruh-ruh dan karakteristik tersindiri. Dawabah menyebutkan 

setidaknya ada 3 (Tiga) jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu sebagai 

berikut:
10

 

a. Spirit ketuhanan (Robbaniyah)  

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang 

merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. 

Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah 

perkara yang bersifat keTuhanan. Tentunya ini sangat berbeda 

dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya 

memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari 

itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab 

                                                 
9
 Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. Teori Mikroekonomi: Suatu 

Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta, Kencana, hal. 7 
10

 Muhammad Asyraf Dawabah, Al Iqtishâd al Islâmy Madkholun wa Manhajun, 

Darussalam, Kairo, cet. I, 2010, hlm. 52 
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dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi 

perkonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan 

pemimpin di muka bumi sebagaimana firmanNya “Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al 

Baqarah: 30), 

b. Keseluruhan (syumûliah)  

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari 

ketetapanketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam 

merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan 

yang masuk di dalamnya aspek perekonomian. Dengan masuknya 

ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka 

tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarkan 

atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan 

halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu 

yang mengandung halhal membahayakan konsumen atau 

lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan 

dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.  

c. Fleksibilitas (murûnah)  

Kaidah-Kaidah dalam Islam bersifat shôlihun likulli zamân wa 

makân. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa 

diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya 

hal itu berkaitan erat dengan tsawabit (sesuatu yang sudah tetap) 



11 

 

 

sertamutaghayyirat (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan 

hal-hal ushul (pokok)dalam agama dan furu’nya (cabang).
11

 

3. Prinsip Ekonomi Syariah 

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah prinsip dan aturan syariat 

Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi. Prinsip-

prinsip ekonomi syariah didasarkan atas tauhid, akhlak, dan 

keseimbangan, prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi: 

a. Pengendalian harta individu 

b. Larangan riba 

c. Menekankan pentingnya sinergi antara aspek komersial dengan 

aspek sosial untuk meningkatkan dampak sosial 

d. Menekankan Akad Syariah dalam perjanjian atau kontrak antara 

dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur 

oleh prinsip-prinsip Syariah Islam 

Menurut Yusuf Qardhawi.
12

ilmu ekonomi Islam memiliki tiga 

prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan.prinsip yang 

pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar 

ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, 

justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan 

ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai 

                                                 
11

 Rif‟at Audhy, al Mausu’ah al Islâmiyah al ‘Ammah, atas naungan Mahmud Hamdy 

Zaqzuq, dengan judul al Iqtishâd al Islâmy, al Majlis al A‟lâ li Syu`un al Islâmiyah, Kairo, cet. 

2008, hlm. 57  
12

 Yusuf Qardhawi, Retorika Islam, Khalifa, Al-Kautsar Group, 2004, hlm. 8 
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ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan 

untuk kemakmuran manusia. 

B. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 

1 Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata credere yang 

berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan 

pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada 

seseorang oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan. 

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan 

dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.Dengan kata 

lain,pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan 

maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah 

direncanakan. 

Menurut M. Syafi‟i Antonio, dalam bukunya yang berjudul “Bank 

Syariah dan Teori ke Praktek”. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan devisit unit.
13

 

Menurut Veithzal Rivai dan Arifin, dalam bukunya yang berjudul 

“Islamic Banking”. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

                                                 
13

 Muhammad syafi‟i antonio,bank syariah:dari teori ke praktik, jakarta:gema insani 

press,2001, hal.160 
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diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga.
14

 

2 Pengertian PPR 

PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah) adalah salah satu produk 

bisnis yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membiayai pembelian 

rumah tinggal, baik baru maupun bekas, sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan hukum Islam. PPR dapat berupa pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang. 

Tujuan Pembiayaan digunakan untuk Pembelian Properti Baru 

(Ready Stock) Properti Lama (Second) atau Properti Baru (Indent) 

Objek Pembiayaan (Jenis Properti): 

a. Rumah Tinggal 

b. Rumah Susun (Rusun) 

c. Rumah Toko (Ruko) 

d. Rumah Kantor (Rukan) 

e. Apartemen 

3 Manfaat (PPR) 

Salah satu manfaat utama PPR syariah adalah kesesuaian dengan 

nilai dan prinsip syariah, di mana tidak ada bunga yang dikenakan. 

Alhasil, produk ini memberikan solusi bagi Anda yang ingin 

                                                 
14

 Rivai,Veithzal,Et.Al, Islamic Banking, Jakarta:PT.Bumi aksara,2010, hal.681 
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menghindari riba,Sebagai gantinya, pihak bank dan nasabah sepakat 

untuk berbagi risiko dan keuntungan dalam kepemilikan rumah. 

Selain kedua manfaat diatas kedua belah pihak mendapatkan 

keuntungan dari aset yang memiliki profit, tidak terpengaruh suku 

bunga bank konvensional, kedua belah pihak bekerjasama dalam 

menentukan harga aset jika disewakan.
15

 

C. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) 

1. Pengertian Akad  

Pengertian akad, al-aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, 

persetujuan, dan pemufakatan, al-aqd berasal dari bahasa arab. 

Menurut Bahasa akad adalah ar-rabbth (ikatan). Mengalihkan, 

mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak 

maupun dua pihak merupakan definisi dari akad secara umum. Definisi 

di atas akad menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.
16

 

Menurut Mustafa al-Zarqa’ dalam kitabnya al-Madhkal al-Fiqh 

al’Amm, bahwa yang dimaksud al-Rabtb yang dikutib oleh Ghufron 

A. Mas’adi yakni;Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya 

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.
17

 

                                                 
15

 Imronah, ‘Ainul. 2018. Musyarakah Mutanaqishah. Al-Intaj Vol. 4, No. 1, Fakultas 

Ekoomi Dan Bisnis Islam P-Issn : 2476-8774/E-Iss : 2621-668x. 
16

 Oni Sahroni dan M. Hasannudin, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), halaman 4-5 
17

 Mustafa al-Zarqa’, “al-Madkal al-Fiqh al-‘amm”, Jilid I, Darul Fikri, Beirut,1967 – 

1968, hal. 291. Dikutib oleh Ghufron A. Mas’adi, “Fiqh Muamalah Kontekstual”, Cet. I, PT. Raja 
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Sedangkan secara terminologi akad adalah keterkaitan atau 

pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. 
18

 

Maksud dari ijab dan qabul yaitu untuk menunjukkan keinginan 

untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang 

bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya ijab dan 

qabul menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. Ijab 

adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang 

diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menyetujui adanya perjanjian tersebut.
19

 

2. Syarat Akad  

Syarat- syarat akad ada tiga macam, yaitu:  

a. Syarat umum 

yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini 

meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad.Syarat- syarat umum 

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 

sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang 

yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.  

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

                                                 
18

 Ibid. 
19

 Ibid,. halaman 6. 



16 

 

 

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang 

memilki barang.  

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oeh syara’, seperti jual beli 

mulasamah (saling merasakan).  

5) Akad dapat memberikan faedah.  

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka 

apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul 

maka batallah ijabnya.  

7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang 

berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal.
20

 

b. Syarat khusus 

yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad 

lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat 

penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan 

lain-lain). 

c. Syarat sah  

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’untuk 

timbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad.Apabila syarat tersebut 

tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.
21

 

 

                                                 
20

 Abdul Rahman Ghazaly, op.cit., h.55 
21

 Ahmad Wardi Muslich, loc.cit 
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3. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah  

Musyarakah mutanaqisah berasal dari dua kata musyarakah dan 

mutanaqisah. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata syaraka 

(syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah) yang berarti 

bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (cooperation, 

partership). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
22

 

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara pihak 

pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan 

melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah 

pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian 

ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal
23

. 

musyarakah terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Musyarakah Permanen 

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan 

ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan 

jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par. 04) 

Didalam musyarakah permanen, bagian setiap mitra di tentukan 

sesuai akad dan jumlahnya tetap sampai berakhirnya masa akad. 

 

                                                 
22

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 

hlm.67 
23

 Naf’an, pembiayaan musyarakah dan mudharabah, (Yogyakarta: graha ilmu, 2014) h96 
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b. Musyarakah Menurun 

Musyarakah Menurun/ Musyarakah Mutanaqisah Menurut 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 

73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 16 November 2008 tentang 

Musyarakah Mutanaqisah, yang dimaksud dengan musyarakah 

mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan 

aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang 

disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
24

 

Musyarakah Mutanaqisah (diminishing partnership) adalah 

bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan 

suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi 

hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain 

bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan hak kepemelikan 

melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. 

Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu 

pihak kepada pihak lainnya. 

Musyarakah mutanaqisah berasal dari dua kata musyarakah 

dan mutanaqisah. Musyarakah (syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-

syirkatan-syirkah), yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat  

atau atau bermitra (cooperation, patnership) dan mutanaqisah 

(yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun) berarti mengurangi secara  

                                                 
24

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 249. 
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bertahap, jadi musyarakah mutanaqisah adalah suatu akad 

kemitraan/kerjasama untuk memiliki suatu barang secara bersama 

sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan 

berpindah kepada rekannya secara bertahap sampai menjadi utuh 

dimiliki satu pihak.
25

 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa musyarakah mutanaqisah: 

1) Merupakan produk turunan musyarakah, yang merupakan 

bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

kepemilikan suatu barang. 

2) Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara bertahap 

akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan pihak lainnya 

bertambah. 

3) Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak terjadi 

melalui mekanisme pembayaran.
26

 

4. Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqisah 

Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah 

mutanaqishah, pada saat ini, dapat disandarkan pada akad musyarakah  

(kemitraan) dan ijarah (sewa). Karena di dalam akad musyarakah 

mutanaqishah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah.Landasan 

tersebut terdapat pada al-Quran dan hadist berikut:  

                                                 
25

 Muh Turizal Husain, vol 1 no 1, E-ISSN: 2580-3816 (Al maal: journal of islamic 

economics and banking, 2019) h 80 
26

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 250 
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a. Al-Quran 

QS. Al-Ma’idah ayat 1 

 بِِلْعُقُودِِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَِ أيَ ُّهَا يَِ
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

27
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan perjanjian, 

maka mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perjanjian 

tersebut.  

QS. Shaad ayat 24  

ِالَّذِينَِآمَنُواِوَعَمِلُواِ وَإِنَِِِّكَثِيراًِمِنَِالْْلَُطاَءِِليََ بْغِيِبَ عْضُهُمِْعَلَىِٰبَ عْضٍِإِلََّّ
 الصَّالِِاَتِِ

      “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali 

orang yang beriman dan mengerjakan “
28

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktik akad 

musyarakah, saling bersekutu atau partnership. Bersekutu dalam 

konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan 

sebuah usaha perniagaan.  

b. Al-Hadits 

Hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah  

ِأبِِ ِرةَ،ِعَنْ ِقالَِِرفَِهُريْ ِاللهِعَهُ يقُوْلُ:أناثالثُِ إنَّ
ريكَيِْ ِأحَدُِ،الشَّ ِيَنْ ِ،مَال ِصَاحِبهُ ِخَرجْتُِا ِخَانهُ  فإذَا

 مِنِْبِينْهِمَاِِِِِِِِِِِِِِِ
                                                 

27
 https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1 

28
 https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24 

https://tafsirq.com/38-sad/ayat-24
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“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau 

bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga 

dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak 

mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, 

maka saya akan keluar dari antara keduanya”
29

 

 

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan 

kerjasama harus amanah dan tidak boleh ada yang saling menjatuhan 

antara pihak terkait.    

5. Syarat dan Rukun Musyarakah Mutanaqisah 

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan 

atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam Syariah 

rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu 

transaksi.
30

 

Karena musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad maka 

rukun dan syaratnya harus sesuai dengan rukun dan syarat suatu 

perikatan. Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk 

terbentuknya suatu akad yaitu al-aqidain, mahall al-aqh, maudhu al-

aqd dan shighat al-aqd. 

a. Subjek Perikatan (al-aqidain)  

Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. sebagai 

pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad 

(perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. 

Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali 

                                                 
29
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diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang 

terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.  

b. Objek Perikatan (mahall al-aqd)  

Mahall al-aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad 

dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk 

objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak 

berwujud. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-aqd adalah 

pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, 

perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual 

anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual 

tanaman sebelum tumbuh.  Kedua, objek perikatan dibenarkan 

oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah 

memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Ketiga, objek akad harus 

jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek 

perikatan harus jelas dan diketahui oleh ‘aqid, hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat 

menimbulkan sengketa. Keempat, objek dapat diserahterimakan, 

artinya objek dapat diserakan pada saat akad terjadi, atau pada 

waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada 

dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan 

pada pihak kedua. 
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c. Tujuan Perikatan (maudhu’ al-aqd)  

Maudhu’ al-aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad 

disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai 

akibat hukum, yaitu sebagai berikut: 

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 

pihakpihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.   

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 

pelaksanaan akad.  

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.  

d. Ijab dan Qabul (shighat al-aqd) 

Shighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ijab dan qabul.  Ijab adalah suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  Kabul adalah suatu 

pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang 

dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga 

hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Jala’ al-ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam 

pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang 

dikehendaki.   

2. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.   
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3. Jazm al-iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan 

kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak 

terpaksa.  Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara 

sebagai berikut:  

a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk 

perkataan secara jelas. 

b) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. 

Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat 

bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau 

untuk perikatanperikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti 

perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang 

digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang 

yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.   

c) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-

orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu 

perikatan (akad).  Apabila cacatnya adalah tunawicara maka 

akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang 

melakukanperikatan tersebut memiliki pemahaman yang 

sama.   

d) Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara 

perbuatan saja, hal ini dapat disebut ta’athi atau mu’athah 

(saling memberi dan menerima). 
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6. Ijarah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah 

 Prinsip sewa (ijarah) berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti 

(aliwadlu). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan 

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu 

sendiri.
31

 Terdapat dua jenis ijarah, ijarah pertama adalah sewa jasa 

yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan 

dari sewa jasa tersebut. Ijarah selanjutnya berhubungan dengan sewa 

hak guna barang atau aset yaitu memindahan hak untuk memakai 

barang atau aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya 

sewa. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract, 

dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan 

(equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan 

biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).  

Ijarah dalam akad musyarakah mutanaqisah adalah ijarah 

pemanfaatan guna barang, misalnya rumah, ruko, motor dan lainnya. 

Seperti mengacu dalam fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 

tentang musyarakah mutanaqisah dalam ketentuan khusus;
32

 

a. Aset musyarakah mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik 

atau pihak lain.    
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 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 
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b. Apabila aset musyarakah menjadi obyek ijarah, maka syarik 

(nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang 

disepakati.    

c. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai 

dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan 

kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. 

Akad Ijarah juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang 

bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang 

selama periode masa berlaku akad Ijarah, yaitu setelah pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang 

tersebut. 

Syarat dan Ketentuan Akad Ijarah kegiatan sewa-menyewa, 

penting untuk kita selalu memperhatikan syarat-syarat dari akad 

ijarah, agar proses transaksi dapat terjalin dengan sah. Berikut adalah 

syarat-syaratnya. 

1. Persetujuan dan Kesepakatan Para Pihak 

Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang 

menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang 

tidak sah melakukan akad ijarah adalah orang yang belum dewasa 

atau dalam keadaan tidak sadar. 
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2. Barang atau Jasa yang Disewakan 

Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan 

realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unsur 

penipuan. 

3. Pembayaran Sewa atau Ijarah 

Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi Ijarah harus 

berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak 

penyewa. 

4. Durasi dan Waktu Sewa 

waktu sewa ditentukan oleh kesepakatan antara peminjam dan 

penyewa. Namun, transaksi ijarah akan berakhir bila adanya cacat 

atau kerusakan pada barang sewa, meninggalnya salah satu pihak 

dan tujuan transaksi telah tercapai. 

5. Tanggung Jawab atas Perbaikan dan Pemeliharaan 

Tanggung jawab akad ijarah disesuaikan dengan jenis dari akad 

itu sendiri. Hal ini mencakup penerapan seluruh biaya yang 

keluar, maupun tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan 

yang sebelumnya telah disepakati oleh peminjam maupun 

penyewa. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research, atau penelitian lapangan. “Penelitian lapangan (field 

research), merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
33

 

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini yaitu Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan 

Pemilikan Rumah dengan Akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani 

penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian langsung di BSI KC Metro Ahmad Yani. 

2. Sifat Penelitian 

Metode penelitian dalam proposal ini bersifat deskriptif kualitatif, 

karena berupaya mengumpulkan fakta sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada. Penelitian ini terfokus pada mengungkapkan suatu 

masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Husein Umar, “Deskriptif adalah 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian 
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dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

34
Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misal perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistic 

dengan cara mendeskripsikannnya dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa.
35

 

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang merupakanpenelitian yang 

penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat, bukan angka.Penelitian 

ini dilaksanakan untuk memperoleh keterangan keterangan mengenai 

pembiayaan Pemilikan  Rumah (PPR) dengan Akad MMQ di BSI KC 

Metro Ahmad Yani.  

B. Sumber Data 

Sumber data menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu 

penelitian.Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami 

sumber data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 
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subyek penelitian (informan) yang berkenan dengan variabel yang 

diteliti. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Ade 

Herdian Saputra selaku Consumer Businees Relationship Manager BSI 

KC Metro Ahmad Yani. 

Pengambilan sumber data dalam menentukan informasi penelitian 

ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan dan kriteria- kriteria tertentu.
36

 

Penerapan purposive sampling ini peneliti mengambil sample 

dengan pertimbangan tertentu, yang dijadikan sebagai informan adalah 

Pegawai Pembiayaan PPR (Consumer Businees Relationship 

Manager) BSI KC Metro Ahmad Yani. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi 

pelengkap dari sumber data primer.
37

Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka dalam mengumpulkan data tentang Tinjauan Ekonomi Syariah 

terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan Akad MMQ di BSI 

KC Metro Ahmad Yani tidak hanya bergantung pada sumber primer, 

tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi 

tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data sekunder dalam 
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penelitian ini adalah berupa buku-buku sebagai literatur atau 

penunjang, jurnal, internet, dan laporan hasil menjadi data sekunder 

dalam penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung.
38

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah BSI KC Metro Ahmad Yani pada pembiayaan pemilikan 

rumah, Dalam penelitian ini penulis mencari informasi dari Bapak Ade 

Herdian Saputra selaku Consumer Business Relationship Manager 

pembiayaan pemilikan rumah di BSI KC Metro Ahmad Yani. 

Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab 

secara langsung, peneliti akan mengetahui lebih dalam sistem 

penerapan akad musyarakah mutanaqisah yang ada pada perusahaan 

tersebut.  

Metode wawancara yang akan digunakan adalah jenis wawancara 

semi terstruktur, di mana pada pelaksanaanya wawancara akan 

memiliki pedoman sebagai garis besar data yang ingin didapatkan dan 

pertanyaan wawancara akan berkembang jika di lapangan terdapat data 

lain yang mendukung penelitian. Terakhir, teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data 
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melalui dokumen yang berisi catatan peristiwa berbentuk tulisan 

maupun gambar. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif menggunakan 

metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen yang di buat 

oleh subjek sendiri yg terdapat dari hasil tempat 

penelitian.dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dokumentasi dapat memvisualkan 

perspektif subjek melalui materi tertulis ,dokumen ,gambar dan lain 

sebagainya 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan penjamin keabsahan data dalam penelitian ini 

di lakukan secara trianggulasi.teknik ini merupakan pemeriksaan penjamin 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data,untuk 

melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.Teknik 

trianggulasi dapat dibedakan atas trianggulasi sumber,trianggulasi 

Teknik,trianggulasi waktu.  

1) triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara membandingkan data 

yang diperoleh melalui wawancara antara informasi satu dengan 

lainya.hal ini di lakukan untuk mengetahui alas an mengenai terjadinya 

perbedaan perbedaan pandangan pendapat atau pemikiran. 

2) triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya data 
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diperoleh dengan wawancara, lalu di cek melalui observasi atau 

dokumentasi. bila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain  

3) triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang 

terhadap data dilain waktu atau situasi yang berbeda. 

E. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data penulis akan berlanjut 

melakukan proses analisis data.Analisis data adalah proses mengatur 

urutan data dalam mengorganisasikanya kedalam suatu pola ,kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga lebih mudah di baca dan di interpretasikan.
39

 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan keterangan dalam bentuk uraian, kemudian Analisis data 

kualitatif tersebut menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir 

induktif tersebut berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

konkret untuk ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum kemudian 

dianalisa dengan data yang ada, dengan analisa seperti ini akan diketahui 

bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pemilikan 

rumah dengan akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank yng 

menerapkan prinsip syariah yang namanya mulai dikenal oleh masyarakat 

Indonesia sejak peresmiannya pada tahun 2021. Di Kota Metro sendiri 

Bank Syariah Indonesia sudah mulai dikenal dan menunjukkan eksisten 

sinya di dunia perbankan. Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia di Kota 

Metro terletak di depan Taman Merdeka Kota Metro, tepatnya di Jalan 

Ahmad Yani No. 9, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota 

Metro. Bank Syariah Indonesia BSI KC Metro A Yani merupakan salah 

satu Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Metro, 

Lampung. Selain itu masih banyak kantor cabang lainnya di seluruh 

penjuru tanah air. Bank Syariah Indonesia BSI KC Metro A Yani 

diresmikan pada acara grand launching secara daring di Guest House, 

Senin, 23 Agustus 2021.
40

 Saat ini kantor cabang BSI Kota Metro 

dipusatkan disini dengan tujuan agar pelaksanaan transaksi keuangan bisa 

terfokuskan dan berjalan sesuai dengan tujuan awal pendirian bank BSI 

dan lebih mudah dalam pengontrolan masing-masing karyawan. 
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2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia 

Berikut adalah visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah 

Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. 

a. Visi Bank Syariah Indonesia adalah menjadi Top 10 Global Islamic 

Bank 

b. Misi 

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani 

lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset 

(500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. 

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia 

(ROE 18%) Return on Equity di atas 18% berarti bahwa bank atau 

perusahaan menghasilkan laba bersih yang lebih dari 18% dari total 

ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham dan valuasi kuat (PB>2) 

Price to Book Ratio lebih dari 2 berarti bahwa harga saham 

perusahaan diperdagangkan pada lebih dari dua kali nilai bukunya. 

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik 

Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan 

budaya berbasis kinerja.
41
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3. Struktur Organisai Bank Syariah Indonesia 

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia BSI KC Metro A Yani 

Tabel 1.2 

Struktur Organisasi BSI KC Metro Ahmad Yani 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Data Bank Syariah Indonesia 

1) BM (Branch Manager)  

Tugas–tugas dan pimpinan cabang, antara lain:  

a. Bertanggung jawab seacara keseluruan terhadap operasional Bank 

Syariah Indonesia KC 

b. Sebagai koordinator seluruh crew Bank Syariah Indonesia KC 
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CUSTOMER SERVICE 1  CUSTOMER SERVICE 2   CUSTOMER SERVICE 3   
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c.  Sebagai pelaksana kebijakan–kebijakan direksi terkait dengan 

operasional Indonesia KC 

d. Mempunyi wewenang tertinggi di Indonesia KCP 

e. Pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan. 

2) BOSM (Branch Operation and Service Manajer) 

Tugas Branch office Service Manajer, antara lain: 

a. Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu 

atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya 

b. Bertanggung jawab kepada Branch Manager mengenai tugas dan 

kewajibannya 

c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, 

deposito, dan pembiayaan 

d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah 

deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya 

3) CBRM (Customer Banking Relationship Manager) 

Tugas Customer Banking Relationship Manager, antara lain: 

a. Mencari calon debitur (perorangan maupun badan hukum) yang 

membutuhkan pinjaman kredit 

b. Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur 

c. Menganalisis kelayakan calon debitur d. Menjaga debitur untuk 

tetep bernaung di bawah bank tempatnya bekera 
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4) Micro Relation Team Leader (MRTL) 

Tugas Micro Relation Team Leader, antara lain: 

a. Mencari nasabah micro 

b. Menangani penagihan 

c. Menghandel unit mikro 

5) RSE (Retail Sales Excecutive)   

Tugas Retail Sales Excecutive, antara lain:   

 

a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung 

tercapainya penjualan   

b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan 

penjualan, rencana produktifitas)   

c. Membuat daftar list seluruh klien dalam sistem dan informasi yang 

dibutuhkan seperti harga, kode dan segmen   

d. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan 

negosiasi   

e. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu   

f. Kemampuan menjual dengan personil sale   

6) CS (Customer Service) 

 

Tugas Customer Service, antara lain:   

a.   Melayani kebutuhan nasabah   

b. Mengatasi masalah pelanggan dan menyelesaikan secara tepat 

waktu dan efesien   

c. Memberikan solusi terhadap permasalaha yang dialami nasabah   
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d. Memberikan penawaran kepada nasabah mengenai produk-produk 

yang ada di Bank Syariah Indonesia   

7) Teller 

Tugas Teller, antara lain:   

a. Mengelola keuangan sesuai rencana atau anggaran perusahaan  

b. Menerima dan membayar uang kepada nasabah sejumlah bukti yang 

ada, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan 

bukti atas pengambilan dan penyetoran kas dalam formulir 

rekapitulasi kas yang telah disediakan   

c. Mencocokan saldo kas yang dicatat, rekapitulasi kas dengan daftar 

perincian uang tunai pada setiap tutup kas  

8) Kriya Teller   

Teller Kriya adalah suatu program dimana BSI mengundang 

lulusan SMA untuk magang di BSI. Para karyawan magang ini bisa 

mengenal dunia kerja dan memperoleh keterampilan sehingga dapat 

menjadi calon tenaga kerja yang terampil dan siap di dunia kerja.  

9) Operational Staff   

Tugas Operational Staff, antara lain:   

a. Memastikan dokumen pembiayaan   

b. Melakukan input data pembiayaan didalam sistem dengan benar dan 

akurat   

c. Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan SP3 akad, surat 

penolakan, surat kuasa dan dokumen turunan pembiayaan  
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10) Security   

Tugas security, antara lain:   

a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerja 

b. Melaksanakan keamanan 

11) Pramubakti (Office Boy)  

Tugas Pramubakti, antara lain:  

a. Memastikan kebersihan dilingkungan kerja terutama terkait dengan 

layanan nasabah  

b. Melakukan penataan ruangan, alat, maupun perlengkapan kerja 

setiap pegawai dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman 

bagi para pegawai dalam bekerja   

12) Supir (Driver)   

Tugas Driver, antara lain:   

a. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan inventaris kantor   

b. Mengantar pegawai kantor ketika akan melakukan kunjungan
42

  

4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia BSI KC Metro A Yani 

1) Tabungan   

Ada beberapa produk tabungan yang dimiliki bank BSI, 

diantaranya sebagai berikut 

a. BSI Tabungan Valas. Yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang 

penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai 

ketentuan Bank.  
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b. BSI Tabungan Haji Indonesia. Tabungan perencanaan haji dan 

Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah 

dengan akad Wadiah dan Mudharabah.   

c. BSI Tabungan Easy Mudharabah. Tabungan dalam mata uang 

rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat.  

d. BSI Tabungan Pendidikan. Tabungan dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam 

merencanakan pendidikan.  

e. BSI Tabungan Bisnis. Tabungan dengan akad Mudharabah 

Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan 

transaksi segmen wiraswasta.  

f. BSI Tabungan Pensiun. Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah 

perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah 

bekerjasama dengan Bank. telah bekerjasama dengan Bank. 

Diantara jenis produk tabungan diatas masih banyak lagi produk 

tabungan yang lain seperti BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan 

Smart, BSI Tabungan Prima, BSI Tapenas Kolektif, BSI Tabungan 

Payroll, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan 

Simpanan Pelajar, BSI Tabungan Easy Wadiah dan msih banyak lagi 

produk tabungan lainnya. 
43
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2) Pembiayaan  

Selain produk tabungan di bank BSI juga terdapat produk 

pembiayaan diantaranya:  

a. BSI KUR. Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi UMKM 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi s.d Rp. 500 

Juta.  

b. BSI Griya. Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam 

kebutuhan, seperti pembelian rumah baru/ rumah 

second/ruko/rukan/apartemen.  

c. BSI Mitraguna Berkah. Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa 

agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai 

payroll di BSI.  

d. BSI OTO. Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil 

baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran 

tetap. 

e. BSI Pensiun Berkah. Pembiayaan yang diberikan kepada para 

penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya: Pensiunan ASN 

dan Pensiunan Janda ASN, Pensiunan BUMN/BUMD, dan 

Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun 

namun telah menerima SK Pensiun.   

Selain kelima produk pembiayaan diatas masih banyak produk 

pembiayaan yang lain, diantaranya Mitraguna Online (via BSI), BSI Mitra 
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Beragun Emas (Non Qardh), BSI Distributor Financing, BSI KPR 

Sejahtera, BSI Cash Collateral, BSI Umrah dan Bilateral Financing.
44

 

3) Investasi 

Produk investasi terdiri dari beberapa produk turunan yaitu BSI 

Deposito Valas, BSI Reksa Dana Syariah. Bancassurance. SBSN Ritel. 

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel). Referral Retail 

Brokerage. Sukuk Negara Ritel Seri SR016. SBSN tanpa warkat 

(scripless).Dari beberapa produk dan layanan yang telah disebutkan diatas 

terdapat pula beberapa layanan lain yang ada di bank BSI, diantaranya 

transak si yang terdiri dari BSI Giro Valas dan, BSI Giro Rupiah. 

Kemudian ada pula layanan Emas yng terdiri dari BSI Gadai Emas dan 

BSI Cicil Emas. Selanjutnya ada layanan Bisnis/Wirausaha yang terdiri 

dari BSI KUR, BSI Giro 
45

Optima, BSI Cash Management, BSI 

Pembiayaan Investasi dan lain-lain. 

B. Deskripsi Hasil Wawancara Terkait Pembiayaan Pemilikan Rumah 

dengan Akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad yani  

Pada penelitian deskripsi kualitatif ini peneliti di tuntut agar dapat 

mengidentifikasikan, menjelaskan, mengambarkan atau mendeskripsikan 

dan menggali data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan 

yang berdasarkan dengan hasil wawancara mendalam secara langsung, 

serta dokumentasai dilokasi penelitian.  
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Berdasarkan wawancara penelitian mendalam dengan Bapak Ade 

Herdian Saputra selaku Consumer Business Relationship Manager di BSI 

KC Metro Ahmad Yani yang dilakukan peneliti dengan informan. peneliti 

menanyakan tentang Apa kendala dalam pembiayaan PPR dengan Akad 

MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani? kemudian beliau menjawab:  

Kendala dalam akad MMQ itu biasanya aset yg di miliki nasabah sudah 

atas nama dia apa belum,kalo belum atas nama nasabah tersebut belum 

bisa, karna harus atas nama si nasabah atau pasanganya kalo sudah 

menikah ,jadi salah satunya itu kendala dalam akad MMQ yaitu jaminan 

belum atas nama nasabah,jaminan bisa berupa sertifikat atau BPKB mobil 

,terkadang belum atas nama nasabah yang bersangkutan jika jaminan 

masih atas nama orang tua berati harus di akte hibahkan dulu ada surat 

pernyataan notaris akad di balik nama akte hibah atau peralihan. 

Untuk kemudahan dalam Jaminan pembiayaan MMQ pihak BSI dapat 

memberikan fleksibilitas dalam persyaratan tertentu, tergantung pada 

situasi dan kebijakan internal. Misalnya menawarkan opsi dengan syarat 

yang berbeda selama dokumen kepemilikan lainnya dapat dipenuhi. 

Kemudian Jika proses balik nama tidak memungkinkan, pihak BSI bisa 

memberikan alternatif yang tidak memerlukan akta hibah sebagai syarat 

utama, yaitu dengan Surat Pernyataan dari Ahli Waris yang dapat di buat 

secara pribadi tanpa melalui notaris, Jika jaminan rumah atau tanah 

tersebut diwariskan, surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan hak 

kepemilikan bisa dipertimbangkan oleh pihak BSI.
46

 

 

Peneliti lebih lanjut menanyakan kenapa pembiayaan pemilikan 

rumah dengan akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani masih jarang di 

lakukan daripada akad Murabahah, kemudian beliau menjawab 

Karna nasabah masih banyak yangbelum memahami konsep MMQ 

yang relatif lebih kompleks dibandingkan Murabahah. Murabahah hanya 

melibatkan jual beli dengan margin keuntungan tetap, sementara MMQ 

adalah kemitraan kepemilikan bertahap yang melibatkan sewa dan 

pembelian porsi secara bertahap. Dari sisi bank pembiayaan MMQ 

membutuhkan prosedur yang lebih rumit, karena harus memisahkan 

kepemilikan, mencatat porsi bank dan nasabah, serta mengelola akad sewa 

dan jual beli sekaligus. Kemudian Masyarakat lebih familiar dengan akad 

Murabahah karena sudah lebih lama digunakan dan dikenal. 
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balik nama akte hibah atau peralihan.   

dalam pembiayaan pemilikan rumah, khususnya di kantor cabang BSI KC 

Metro Ahmad Yani, Solusi yang kami berikan ialah mengedukasi, 

promosi, sistem, dan kebijakan internal yaitu dengan cara 

1. Mengadakan seminar dan sosialisasi tentang akad MMQ, baik offline 

maupun online (webinar). 

2. Membuat brosur sederhana, dan infografis edukatif tentang keunggulan 

MMQ. 

3. Melatih customer service dan marketing untuk menjelaskan MMQ 

dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

 

Peneliti lebih lanjut menanyakan apa alternatif yang di berikan 

pihak BSI KC Metro Ahmad Yani kepada nasabah jika mengalamai 

kesulitan membayar pembiayaan, kemudian beliau menjawab 

Untuk Alternatifnya yaitu kami dari pihak BSI menganalisa resiko terlebih 

dahulu Karena apabila nasabah tersebut memiliki resiko tinggi yaa tidak 

mungkin kami dari pihak BSI Acc, apalagi nasabah tersebut saat di cek 

dan di BI checking nasabah tersebut riwayat pembiayaannya tidak lancar 

jadi tidak bisa di lanjut dalam pembiayaan tersebut.
47

 

Peneliti lebih lanjut menanyakan apakah pembiayan pemilikan 

rumah PPR dengan akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad yani sudah 

sesuia dengan Tinjauan ekonomi syariah kemudian beliau menjawab:  

Sudah karna produk yg kami tawarkan ke costumer sudah memenuhi 

syarat ke syariahan semua, karna kita juga ada dewan syariah kemudian 

ada dewan syarisah nasional MUI yang juga melesensi produk produk 

kami dulu sebelum lounching, artinya ya sudah sesuai akad akad syariah, 

Akad MMQ juga sebenernya akad yang harus di pakai untuk semua Akad 

Akad karna yang paling aman secara syariah.
48

 

Kemudian Peneliti lebih lanjut menanyakan siapakah pemutus 

dalam pembiayaan pemilikan rumah PPR dengan akad MMQ di BSI KC 

Metro Ahmad yani kemudian beliau menjawab:  
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Untuk pemutus dalam pembiayan MMQ itu kalo di nominal 500.000.000 

juta masih Branch Manager (BM) di atas 500.000.000 juta itu levelnya 

Area Consumer Financing Manafer (ACFM) itu sampai 750.000.000 juta, 

untuk 2,5 - 3 Miliar itu levelnya sudah Area Manager di Atas 3 Miliar 

sudah Regens level pemutusnya.
49

 

 

Dalam Pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad Yani dengan 

menggunakan akad musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad 

dimana nasabah dan bank saling mengkontribusikan dana nya untuk 

pembelian suatu aset dengan pembayaran secara bertahap oleh nasabah. 

Jumlah pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah dalam 

pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad Yani menggunakan akad 

musyarakah mutanaqisah berkisar mulai Rp 100.000.000 sampai Rp 

1.000.000.000 atau lebih tergantung seberapa banyak kemampuan nasabah 

dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Tabel 1.3 

Pembiayaan  

 
Sumber: Data BSI KC Metro Ahmad Yani 

 

Jumlah sewa yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya 

tersebut sudah termasuk biaya sewa atas porsi kepemilikan bank. Sewa 
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yang dibayarkan oleh nasabah dalam pembiayaan pemilikan rumah. Dan 

dari sewa ini akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati di awal akad.  

Dalam pembiayaan Rumah (PPR) di BSI KC Metro Ahmad Yani 

dengan akad musyarakah mutanaqisah ini terdapat beberapa ketentuan 

didalamnya, diantaranya yaitu sebagai berikut:  

1) Ketentuan Jaminan  

Aset yang menjadi objek dari pembiayaan harus dijadikan 

sebagai jaminan. Dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:  

a. Untuk tujuan renovasi,properti berupa tanah dan bangunan yang akan 

di renovasi harus di jadikan sebagai jaminan 

b. Untuk tujuan pembangunan tanah kavling, tanah yang akan dibangun 

harus sudah mempunyai sertifikat, dan sudah atas nama nasabah.  

2) Apabila objek pembiayaan dinilai tidak mencukupi, maka bank akan 

meminta tambahan jaminan.  

3) Ketentuan Percepatan Pelunasan  

a. Pelunasan keseluruhan  

Untuk pelunasan secara keseluruhan, maka nasabah membayar 

pinjaman pokok dan biaya administrasi. Pengenaan biaya 

administrasi tersebut ditetapkan karena bank sudah kehilangan 

potensi keuntungan di masa depan. 

 



48 

 

 

b. Pelunasan Sebagian 

Sama seperti pelunasan keseluruhan, di dalam pelunasan sebagian, 

selain membayar pinjaman pokok juga dikenakan biaya 

adminstrasi, maksimal sebesar 2 bulan angsuran. Biaya tersebut 

digunakan untuk pembuatan akad dan penjadwalan ulang. Untuk 

sisa angsuran ada dua pilihan: pilihan pertama yaitu jangka 

waktunya dipercepat sehingga cicilan diperbesar, sedangkan 

pilihan kedua yaitu jangka waktu nya sama hanya saja cicilannya 

berkurang.  

Untuk syarat pengajuan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) 

dengan akad musyarakah mutanaqisah, nasabah harus dalam usia produktif 

dan mempunyai penghasilan. Hal ini penting karena nanti bank akan 

menganalisa apakah nasabah mampu melunasi angsurannya atau tidak, dan 

dari mana nasabah akan membayar angsurannya tersebut, apakah dari gaji 

yang diterima nasabah atau dari hasil usahanya. Untuk memenuhi 

ketentuan tersebut, maka terdapat persyaratan administrasi yang harus 

dipenuhi oleh nasabah dalam pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad 

Yani yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 1.4 

     Peryaratan pengajuan pembiayaan di BSI KC Metro Ahmad Yani 

 

No  Jenis Dokumen  Pegawai  Non Pegawai 

I  Data Pribadi      

A  Aplikasi Permohonan  V  V  

B  FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 

/Surat Keterangan Belum   Menikah 

V  V  

C  FC NPWP V   

E  FC NPWP SK Pegawai Tetap V   

II  Data Penghasilan       

A  Slip asli gaji 3 Bulan terakhir  V   

B Rekening Koran 3 Bulan Terakhir V V 

 

 

C Batas dan lunas pajak tahun berjalan V V   

III Data Jaminan     

A Sertifikat HGB/SHM V V 

B IMB V V 

Sumber: BSI KC Metro Ahmad Yani  

 

1) Alur pelaksanaan pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad Yani 

dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah adalah sebagai 

berikut:  

a. Nasabah memilih jenis rumah yang dikehendaki dengan skema 

pembiayaan PPR dengan akad musyarakah mutanaqisah.  

b. Kemudian dilakukan penilaian aset (asset appraisal) oleh pihak 

internal bank atau bisa dilakukan oleh pihak eksternal. Penilaian 
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aset ini bersifat wajib, karena aset tersebut nantinya akan dijadikan 

jaminan atas pembiayaan yang dilakukan.  

c. Jika harga sudah diketahui dan nilai jaminan telah memenuhi 

kriteria yang ada, selanjutnya nasabah melengkapi berkas berkas 

yang telah disediakan oleh pihak bank.  

d. Setelah semua berkas yang diisi nasabah terkumpul, maka 

selanjutnya akan dilakukan analisis data oleh pihak bank.   

e. Setelah analisis data oleh pihak bank, maka selanjutnya dilakukan 

persetujuan internal bank atas penentuan besarnya plafond 

pembiayaan, jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh 

nasabah, serta jangka waktu pembiayaan.  

f. Setelah dilakukan persetujuan dari pihak bank, maka selanjutnya 

bank mengirimkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan 

(SP3) atau Offering Letter (OL) kepada nasabah.  

g. Setelah SP3 ditanda tangani oleh nasabah, maka selanjutnya 

nasabah membayar uang muka kepada penjual. Uang muka tersebut 

merupakan porsi nasabah dalam musyarakah atas kepemilikan aset 

tersebut.  

h. Kemudian pihak banjk dan nasabah melakukan akad pembiayaan 

musyarakah mutanaqisah atas aset tersebut. 

i. Selanjutnya setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran 

selama masa pembiayaan berlangsung. Angsuran yang dibayarkan 

nasabah tersebut berfungsi sebagai:  
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1. Uang sewa nasabah atas penempatan rumah (aset musyarakah).  

2. Uang sewa sebagai objek bagi hasil atas musyarakah, yang akan 

dibagi hasilkan sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah 

disepakati.  

3. Sebagian dari uang sewa yang merupakan profit untuk nasabah 

sesuai dengan nisbah bagi hasil, tidak diambil oleh nasabah, akan 

tetapi digunakan untuk membeli porsi kepemilikan bank atas aset 

tersebut.Jadi setiap kali nasabah membayar angsuran bulanan, 

maka akan menambah porsi kepemilikan nasabah dan 

mengurangi porsi kepemilikan bank atas aset tersebut.   

Jika jangka waktu pembiayaan telah berkahir (jatuh tempo), dan 

nasabah telah membayar seluruh angsurannya, maka seluruh porsi 

kepemilikan rumah telah menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah 

memiliki 100% aset tersebut. Dengan demikian hak tanggungan atas 

penjaminan rumah sudah bisa lepas oleh bank. Nasabah menjadi pemilik 

penuh dari aset dalam pembiayaan pemilikan rumah. 

2) Resiko Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Musyarakah Mutanaqisah 

Resiko menggunakan akad musyarakah mutanaqisah pada 

pembiayaan PPR adalah ketika terjadi wanprestasi, dimana nasabah 

tidak mengangsur porsi bank, maka hal tersebut akan menyebabkan 

kegagalan kontrak. Jika terjadi kegagalan dalam berkontrak tentu saja 

bank akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, apabila 

nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari waktu yang telah 
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ditentukan, maka nasabah tidak mendapatkan bagi hasil atau 

keuntungan dari sewa aset yang dijadikan objek akad. Hal ini 

dikarenakan dalam kasus nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan, nasabah hanya membayar sisa porsi 

kepemilikan bank dan membayar uang sewa saat melakukan 

pelunasan.   

3) Kelebihan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) 

a) dengan akad musyarakah mutanaqisah dimana bagi hasil tersebut di 

dapatkan dari uang sewa yang dibayarkan oleh nasabah setiap 

bulannya atas skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi. Bagi hasil 

yang diterima oleh bank akan dianggap sebagai pendapatan bagi pihak, 

sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah akan digunakan untuk 

menambah porsi kepemilikan nasabah.  

b) Kepemilikan aset yang menjadi objek pembiayaan adalah milik 

bersama, sehingga antara nasabah dan bank samasama saling menjaga 

aset tersebut.  

c) Apabila nasabah ingin melunasi angsuran lebih cepat dari waktu yang 

telah ditentukan, maka nasabah hanya membayar sisa porsi 

kepemilikan bank ditambah sewa pada bulan pelunasan.  

4) Kekurangan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) 
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a) nasabah membeli porsi kepemilikan bank dengan membayar sewa 

setiap bulannya, maka keuntungan yang di dapatkan oleh bank akan 

semakin sedikit. 

b) Terdapat resiko terjadi pelimpahan biaya-biaya transaksi dan 

pembayaran pajak, meliputi pajak atas bangunan maupun pajak atas 

hak tanggungan, serta biaya-biaya lainnya yang timbul dari aset 

tersebut. 

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiyaan Pemilikan Rumah 

Dengan Akad MMQ  

Akad musyarakah mutanaqisah merupakan kerja sama antara para 

syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang, 

kemudian barang tersebut disewakan kembali kepad nasabah untuk 

mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama antara bank dan 

nasabah disertai deng an pembelian barang modal milik bank yang 

dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang 

modal semakin lama semakin berkurang. Maka dari itu akad ini disebut 

musyarakah mutanaqisah kar ena memperhatikan kepemilikan bank dalam 

syirkah yakni penyusutan barang modal syirkah yang dimiliki oleh bank 

karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. Sedangkan mutanaqisah 

dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena dibeli oleh 

nasabah dengan cara mengangsur.
50
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Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 60. 
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Menurut pendapat Najih Hammad dan Muhammad Ali alQari, 

musyarakah mutanaqisah terbentuk karena dua akad yang dijalankan 

secara paralel. Pertama, antara nasabah dan bank melakukan akad 

musyarakah dimana masing-masing pihak menyertakan harta untuk 

dijadikan modal usaha guna mendatangkan keuntungan. Kedua, nasabah 

melakukan usaha dengan modal bersama tersebut yang hasilnya dibagi 

sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.Disamping itu nasabah 

membeli barang modal milik bank secara berangsur sehingga modal yang 

dimiliki bank dalam syirkah tersebut akan berkurang.Dalam muktamar 

tentang Pengelolaan Keuangan Islam pertama dijelaskan tiga skema 

pelaksanaan musyarakah mutanaqisah yaitu:  

1) Antara bank dan nasabah sepakat untuk menyediakan harta guna 

dijadikan modal usaha dengan bagi hasil (laba/ rugi) sesuai 

kesepakatan atau proporsional. Kemudian barang modal syirkah 

tersebut dijual: a. Oleh pihak bank kepada nasabah, b. Oleh pihak 

nasabah kepada bank, atau c. Oleh pihak bank dan nasabah kepada 

pihak lain setelah masa syirkah berakhir karena masingmasing syarik 

memiliki hak untuk menjual barang modalnya. Ulama sepakat bahwa 

hukum musyarakah mutanaqisah adalah boleh (ja’iz) karena di 

dalamnya terhindar dari syubhat yaitu pelaksanaan akad musyarakah 

dan jual beli secara paralel. 

2) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan kerja sama usaha. Masing-

masing pihak menyertakan hartanya untuk dijadikan modal usaha 
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dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat bahwa: a. 

Nasabah wajib membeli barang modal milik bank. b. Dan nasabah 

wajib menyewa barang modal supaya mendatangkan keuntungan yang 

berupa uang sewa. 

3) Bank dan nasabah melakukan musyarakah dengan masingmasing 

menyertakan harta guna dijadikan modal usaha dalam bentuk saham.
51

 

Akad musyarakah mutanaqisah ini adalah salah satu akad dalam 

muamalah yang terbilang baru jika dibandingkan dengan akad-akad yang 

lain, dimana akad ini merupakan hasil kreasi ulama dan pengusaha yang 

memadukan nilai musyarakah yang terdapat dalam syari’ah dan kebutuhan 

instrumen bisnis yang berkembang demikian cepat. 

Dari waktu ke waktu akad musyarakah mutanaqisah mulai 

bermunculan di bank-bank Islam. Salah satunya yaitu di Bank syariah 

Indonesia, dimana mereka menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 

untuk pembiayaan PPR Syariah. Dalam pembiayaan PPR dengan akad 

musyarakah mutanaqisah ini terdapat beberapa aset yang sering diminati 

oleh nasabah untuk dijadikan objek dalam pembiayaan PPR di BSI 

Syariah KC Metro Ahmad Yani ialah, salah satunya yaitu rumah. Rumah 

yang menjadi objek dalam pembiayaan ini ratarata digunakan nasabah 

untuk tempat tinggal pribadi. Karena banyak masyarakat yang belum 

mampu untuk membeli rumah secara tunai, maka masyarakat bisa memilih 
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Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 65-67. 
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akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan PPR Syariah sebagai 

solusi dalam permasalahan tersebut. Seperti yang sudah penulis jabarkan 

pada poin sebelumnya bahwa dalam pembiayaan PPR Syariah dengan 

akad musyarakah mutanaqisah ini nasabah dan bank bekerja sama untuk 

membeli suatu aset misalnya rumah. Karena dalam mendapatkan rumah 

tersebut secara bersama-sama, maka kepemilikan dari rumah tersebut 

adalah milik bersama, yaitu milik bank dan milik nasabah. Dan nanti 

nasabah hanya membayar angsuran porsi kepemilikan bank dan bagi hasil 

atas sewa dari pemanfaatan porsi kepemilikan bank sampai pada akhir 

pembiayaan nasabah bisa sepenuhnya memiliki rumah tersebut. 

Mengenai besaran sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam 

akad musyarakah mutanaqisah ini besarnya ditentukan dari harga sewa 

pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. Dan besarnya harga sewa 

tersebut besarnya akan di review setiap dua atau tiga tahun sekali dengan 

mengikuti harga sewa pada tahun tersebut sesuai kesepakatan bersama 

antara bank dan nasabah, akan tetapi penetapan harga sewa tersebut yang 

menentukan adalah pihak bank dengan mempertimbangkan bagaimana 

keadaan nasabah dan bagaimana fluktuasi pasar saat itu. 

Dan dalam pembiayaan ini bank berjanji untuk menyerahkan porsi 

kepemilikannya kepada nasabah sehingga pada akhir kontrak nasabah 

akan memiliki penuh aset tersebut, sementara bank sudah tidak memiliki 

porsi kepemilikan terhadap objek akad karena kepemilikannya sudah 

dijual kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu:  
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Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365:  

ريِكَيِِْ أَحَدُِ بَِعَِ لَوِْ تَهُِ الْبِنَاءِِ فِِ الشَّ  جَازَِ وَلِشَريِكِهِِ يََُوزُ، لََِّ لَِِجْنَبٍِِّ حِصَّ
“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam 

kepemilikan suatu bangunan menjual porsi (hishshah) nya kepada 

pihak lain, maka hukumnya tidak boleh, sedangkan jika menjual 

porsinya tersebut kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh.”
52

  

 
53 Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni juz 5 halaman 173:  

 

ريِكَيِِْ أَحَدُِ اشْتَ رَى وَإِنِِ ةَِ الشَّ  يَشْتََِي لِِنََّهُِ جَازَ، مِنْهُ، شَريِكِهِِ حِصَّ
 غَيْرهِِِ مِلْكَِ

“Apabila salah satu dari yang bermitra (syarik) membeli porsi 

(bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, 

karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain.”  

 

Berdasarkan pendapat ulama tersebut diatas dapat kita ketahui 

bahwa syrikah itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam qaidah fiqh 

dijelaskan bahwa:  

بَِحَةُِ ٱلَِْشْيَاءِِ فِِ ٱلَِْصْلُِ ليِلُِ يَدُلَِّ حَتَِّّ ٱلِْْ  ٱلتَّحْريِِِ عَلَى ٱلدَّ
“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang 

mengharamkannya”
54

  

 

عُقُودِِٱلِْ فِِ ٱلَِْصْلُِ ةُِ ٱلِِْلُِّ وَٱلتَّصَرُّفاَتِِ  حَّ  وَٱلصِّ
“Prinsip dasar dalam perjanjian dan transaksi adalah halal dan 

sah.”
55
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Dari qhaidah tersebut mengambil porsi syirkah itu dibolehkan 

karena termasuk kedalam transaksi atau perjanjian. Sangat penting bagi 

setiap produk dalam perbankan syari’ah untuk mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan baik Peraturan Bank Indonesia maupun Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. Begitu juga dengan pembiayaan PPR di BSI KC Metro Ahmad 

Yani.Berikut analisis penulis tentang sesuai atau belum antara praktek 

pembiayaan PPR di BSI KC Metrio Ahmad Yani dengan Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah 

mutanaqisah:  

Tabel Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-

MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah dengan Praktek 

Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan Akad MMQ di BSI KC Metro 

Ahmad Yani. 
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 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id 

Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 5.  
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Tabel 1.5 

Kesesuian Fatwa dewan Syariah Terhadap pembiayaan MMQ 

 

No Fatwa DSN No. 

73/XI/2008 

Praktek Pembiayaan 

Pemilikan Rumah (PPR) 

dengan akad MMQ di 

BSI KC Metro Ahmad 

Yani 

Sesuai/ 

Tidak Sesuai 

1 Ketentuan akadAkad 

musyarakah 

mutanaqisah terdiri 

dari akad musyarakah 

Nasabah dan bank pada 

awal kontrak melakukan 

akad musyarakah. Dan 

nanti nasabah akan 

membeli porsi 

kepemilikan bank, dan 

bank wajib menjual porsi 

kepemilikannya kepada 

nasabah. 

Sesuai 

2 Ketentuan akad Jual 

beli sebagaimana 

dimaksud dan 

dilaksanakan sesuai 

kesepakatan. 

Bank sepakat untuk 

menjual kepemilikannya 

dan nasabah untuk 

membeli porsi kepemilkan 

bank. 

Sesuai 

3 Ketentuan akad Dalam 

akad musyarakah 

Dalam kontrak 

pembiayaan PPR di BSI 

Sesuai 
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mutanaqisah pihak 

pertama (salah satu 

syarik/ LKS) wajib 

berjanji untuk menjual 

seluruh hishahnya 

secara bertahap dan 

pihak kedua (nasabah) 

wajib membelinya. 

KC Metro Ahmad Yani 

bahwa bank berjanji untuk 

menjual seluruh porsi 

kepemilikannya kepada 

nasabah. 

4 Ketentuan khusus 

Apabila aset 

musyarakah menjadi 

objek ijarah maka 

syarik  

(nasabah) dapat 

menyewa aset tersebut 

dengan nilai ujrah 

yang disepakati. 

Nasabah membayar sewa 

terhadap aset yang 

menjadi objek pembiayaan 

dengan besaran sewa 

sesuai kesepakatan antara 

bank dan nasabah. 

Sesuai 

Sumber: diolah dari data primer  

 

Dalam fiqh muamalah sah atau tidaknya suatu akad tergantung 

pemenuhan mengenai rukun dan syarat-syaratnya.Karena di dalam akad 

musyarakah mutanaqisah terdapat akad musyarakah, bai’, dan ijarah. 

Maka rukun dan syarat-syarat yang ada pada ketiga akad ini harus 

terpenuhi. Berikut rukun dan syarat yang ada pada akad musyarakah yaitu:  
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1. Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat)  

2. Ma’qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat)  

3. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)  

 Sedangkan syarat-syarat musyarakah diperinci sesuai dengan hal-

hal yang terkait dengan rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah:  

1. Syarat aqidain:  

a. Akil dan baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. 

Berbeda dengan jumhur ulama’ yang mensyaratkan akil baligh dalam 

akad musyarakah dan semua akad dalam muamalah.  

b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau 

menerima kuasa perwakilan. Jika objek musyarakah dikelola secara 

bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan pada 

keduanya. Jika yang mengelola objek akad tersebut adalah salah satu 

syarik, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak 

pengelola. Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanyadisyaratkan 

kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan. 

2. Syarat yang terkait dengan ma’qud alaih (objek akad meliputi dana 

dan kerja): dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, 

perak atau yang bernilai sama. Para ulama sepakat akan ini. Beberapa 

ulama juga memberi kemungkinan apabila modal berwujud aset 

perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan dalam 

bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan 

sebagainya, seluruh bentuk modal tersebut harus dinilai terlebih dahulu 
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secara tunai dan disepakati oleh mitranya.Hal ini penting dilakukan 

karena berkaitan dengan penentuan porsi bagi hasil.  

3. Syarat yang terkait dengan shighat (ucapan serah terima): shighat 

dalam akad musyarakah disyaratkan berupa lafadz (ucapan) yang lugas 

dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika 

lafadz hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama 

(bersyarikat) saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua belah 

pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun 

demikian menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian 

berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut 

sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini akad musyarakah 

dianggap sah didasarkan pada urf yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat.
56

 

4. Selain tiga syarat tersebut, terdapat syarat tambahan mengenai 

keuntungan (ribh). Dalam musyarakah, keuntungan (ribh) harus dibagi 

sesuai dengan kadar modal yang diserahkan oleh masing-masing 

pihak. Demikian pula dengan pekerjaan yang dilakukan harus dihitung 

sebagai bagian dari saham yang berhak mendapatkan bagian dari 

keuntungan. Apabila itu semua tidak dipertimbangkan dalam 

pembagian keuntungan, maka hukum musyarakah menjadi batal.
57
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Dalam pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah di BSI 

KC Metro Ahmad Yani pihak Bank menyewakan porsi 

kepemilikannya kepada nasabah, maka terdapat satu akad lagi di dalam 

musyarakah mutanaqisah, yaitu akad ijarah. Berikut rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi dalam akad ijarah: Rukun yang terdapat dalam 

akad ijarah meliputi:  

a. yang berkontrak  

b. Objek kesepakatan   

c. Ucapan (sighat) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul)  

Syarat-syarat yang terkait dalam rukun ijarah meliputi:  

a. Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit 

pakaian dan sebagainya.   

b. Manfaatnya diperbolehkan oleh syari’ah.  

c. Biaya sewa diketahui, karena Abu Sa’id Al-Khudri r.a berkata: 

“Rasulullah SAW melarang penyewaan pekerja hingga upahnya 

dijelaskan kepadanya.”
58

  

Dari akad ijarah ini lah bagi hasil dalam pembiayaan Pemilikan 

Rumah di BSI KC Metro Ahmad Yani di dapatkan. Bagi hasil yang di 

dapatkan bank akan diakui sebagai keuntungan bagi bank, sementara bagi 
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hasil yang didapatkan nasabah akan dialihkan untuk pembelian porsi 

hishah bank. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menganalisis Tinjauan 

Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan 

Akad MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani menurut pendapat penulis 

bahwa penggunaan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) di BSI KC Metro Ahmad Yani secara garis besar 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik berdasarkan fatwa maupun 

dari segi fiqh. 

Dari Tinjauan Ekonomi Syariah akad musyarakah mutanaqisah itu 

sendiri adalah boleh. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSNMUI/XI/2008 tentang 

musyarakah mutanaqisah, dan diperkuat dengan hampir sebagian besar 

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 

01/DSNMUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah 

Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan,dan diperkuat dengan  hampir 

sebagian besar Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia nomor 01/DSNMUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 

Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan, dan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 Tentang Rasio Loan To Value 

untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan 

Properti. 
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Mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) tidak dirinci secara jelas di dalam fatwa tersebut, 

termasuk apakah boleh akad musyarakah mutanaqisah diaplikasikan 

dalam pembiayaan pemilikan rumah di BSI KC Metro Ahmad Yani.Maka 

dari itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengimplementasiannya. Dan 

setelah dilakukan penelitian secara mendalam tentang Tinjauan Ekonomi 

Syariah Terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan Akad 

MMQ di BSI KC Metro Ahmad Yani, maka penulis berpendapat bahwa 

akad musyarakah mutanaqisah ini cocok apabila diterapkan dalam produk 

pembiayaan pemilikan rumah (PPR) dengan Akad MMQ. Selain 

mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank dan 

nasabah), akad musyarakah mutanaqisah ini juga dapat meminimalisir 

resiko-resiko yang ada dalam produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR). 

  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembiayaan pemilikan rumah 

(PPR) dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BSI KC Metro 

Ahmad Yani, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala utama dalam proses 

pembiayaan adalah jaminan yang diajukan oleh nasabah belum atas nama 

pribadi, melainkan masih atas nama orang tua atau pihak ketiga. Kondisi ini 

menyulitkan proses legalitas, untuk mengatasi kendala tersebut pihak BSI KC 

Metro Ahmad Yani memberikan alternatif solusi berupa izin penggunaan 

jaminan atas nama orang tua, dengan syarat nasabah melampirkan akta hibah 

atau Surat Pernyataan dari para ahli waris. Surat pernyataan tersebut dapat 

dibuat secara pribadi tanpa harus melalui notaris, 

Kemudian pembiayaan rumah dengan akad MMQ masih jarang 

dilakukan dibandingkan akad murabahah karena akad murabahah dinilai lebih 

mudah dipahami dan lebih praktis dari segi proses administrasi. Dari segi 

Tinjauan ekonomi syariah pembiayaan MMQ menunjukkan bahwa akad ini 

lebih mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, 

kemitraan (musyarakah), dan pembagian risiko. Akad MMQ menempatkan 

bank dan nasabah sebagai mitra dalam kepemilikan aset secara bertahap. 

 



67 

 

 

B. Saran  

Berikut saran dari penulis terhadap BSI KC Metro Ahmad Yani 

terkait pembiayaan pemilikan rumah dengan akad Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ) yaitu: 

1. Pertimbangka dan berikan opsi alternatif kemudahan bagi nasabah 

yang tidak dapat atau keberatan mengurus akta hibah dalam 

pembiayaan MMQ, seperti penggunaan jaminan lain yang dapat 

diterima.  

2. Mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang akad MMQ, termasuk manfaat dan risiko, sehingga 

calon debitur dapat membuat keputusan yang tepat. 

3. Monitoring pemantauan terhadap nasabah yang mungkin berisiko 

mengalami kesulitan, sehingga pihak BSI KC Metro Ahmad Yani 

dapat memberikan dukungan sebelum masalah menjadi lebih besar. 

Dengan langkah-langkah ini mungkin dapat membantu mengatasi 

permasalahan nasabah dalam pembiayaan MMQ terutama dalam 

pembiayaan pemilikan rumah di BSI KC Metro Ahmad Yani. 
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